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KATA PENGANTAR

Perencanaan yvang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah
kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan vang tepat.
Perencanaan yang baik mempunyai cirri-ciri simple, sederhana dan mudah
dimengerti, dapat menyesuaikan dengan keaduan (fleksibel); tidak periu selalu
mengalami perombakun (stabil): dibuat berdasarkan fakia-fakia yang ada dan
disclaraskan dengan kejadian-kejadian yang skan timbul dalam tindakan
pelaksanaanya (faKiual); dibuat atas dasar pemikiran vang sehat, ilmiah dan dapat
dipertanggungjawabkan (rasional); dipersiapkan untuk tanda-tanda yang terus
menerus dan berkelanjutan (kontinyu); dibuat dan dipersiapkan untuk peningkatan
perbaikan dan pembaharuan dalam mencapai kemajuan (dinamis); mampu
dilakukan dan dicapai scrta dapat mendukung program organisasi (praktis dan
pragmatis); dibuat secara terperinei dan dirumuskan segala aspek organisasi, tla
kerja. metode, sumber daya manusia, pembiayaan, jadwal dan target (akurat); dan
susunannya teratur baik (sistematik)

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Selatan periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selaian untuk S (lima) tahun ke
depan. yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019. Renstra ini disusun
dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional schagaimana
tercantum dalam Visi Misi Presiden serta RPIMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman hagi
seluruh jujaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rarito Selatan periode 2020-
2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan scnantiasa menjunjung
asas penyelenggara serta asas penvelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Dengan panduan Rensira yang spesifik. terukur, dapat dijangkau, wajar,

dan terjadual disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut.
diharapkun ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Bunwok.  Januari 2020

Kelua
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BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat
strategi untuk mencapai wjuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja
organisasi. Rencana dapat berupa rencana informal alau rencana formal. Rencana
informul adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama
anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang
harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka wakiu tertentu. Rencana formal
merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, sctiap anggota harus
mengetahui  dan menjalankan rencana it Rencana formal dibuat untuk
mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus
dilakukan {id wikipedia.org].

Dalam prespektif’ ketatancgaraan, Pemiliban Umum (Pemilu) merupakan
titik awal strategis hagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa
tingkat demokratisasi suatu negara. Indoncsia dalam sejarah perjalanannya telah
berhasil menyelenggarakan Pemilu sehanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam
konstelasi politik vang melingkupinya.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional vang mandiri, Komisi
Pemilihan Umum telah diamanatkan olch Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal, Berbagai
tantangan dan permasalahan baik yanp datang dari internal dan eksternal
organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik. ekonomi,
sosial dan budaya masyarakat,

Proses kedaunlatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum
dimaksudkan unwk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas
kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan
dari rakyat, olch rakyat dan untuk rakval akan melshirkan penyvelenggara
pemerintahan yvang demokratis.

RENCANA STRATEGIS A
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L1 KONDISI UMUM

Pelaksanaan  demokrasi guna menjamin  kebebasan warga negara
menggunakan hak-hak politiknya, masih menvimpan pesimisme, misalnva berupa
pembelahan politik (suku, agama, ras dan antarkelompok/SARA)  yang
disebabkan oleh kebebusan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang
difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi, kebebasan berkumpul berserikat
yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai
politik: serta kebebasan memerintah diri sendiri vang difasilitasi oleh kebebasan
memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah
tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sisiem politik semacam itu,
terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara
yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri. jujur, adil,
berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, cfektif,
serta cfisien. hingga tingkat provinsi dan tingkat kahupaten/kota.

Pemilu serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih kom prensif
daripada scbelumnya. Perlu  dimaknai lebih kompehensif daripada scbelumnya.
Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang
masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai
Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme vang tinggi. Pagelaran
budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ckspresi kegembiraan masyarakat
disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak
kedepan scbagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial,

I.L.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada cra reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang
bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat, Untuk
itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu vang
bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini
dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan
Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya yakni Lembaga Pemilihan
Umum (LPU) merupakan bagian Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya
Departemen Dalam Negeri)
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Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas
anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah,
Pada tahun 2000, setelah dikcluarkannya Undang-Undang nomor 4 Tahun 2000
tentang  Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan
anggola-anggaota non partai politik,

Melalui keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70
Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, strukiur KPU dipangkas dari yang
sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga
swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati
Soekarno Pulri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun
2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna
mengangkat kepengurusan KPU menghadapi Pemilihan Umum 2004.

Pada periode pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhovono telah
disahkan 2 (dua) Keputasan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon
Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33
Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang. yang
terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo. pada 11 April 2017
lelah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022.
Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu
Serentak 5 (lima) kotak pertama di Indonesia. dan pesta demokrasi satu hari
terbesar di dunia.

Divisi Anggota Pemiliban Umum Kabupaten Barito Selatan Periode 201 8-
2023 sebaguimana tabel berikui :

Tabel. | Divisi Kerja KPU Kabupaten Barito Selatan dan Tanggung
Jawabnva

NO NAMA - |KEDUDUKAN|  DIvisI
(1 BAHRUDDIN ' Keuangan, Umum, “
Ketua Rumah Tangga dan
S S - gk | Logistk L2 d
| Sosialisasi, Pendidikan
2 |JOOB OKTA PURADA Anggoia Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan Sumber
HUTABAR AT ] Daya Manusia |
RENCANA STRATEGIS e
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S T

1 |pemt _—,'q;gg;,w [ Perencanaan, Data dan
: : L | Informasi

| 4 | ROSLINA . Anggota - Teknis Penvelengpara
5 | SART SAHAYAN] i- Anggota  Hukum dan Pengawasan

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Scjarah demokrasi Indunesia dikenal sejak Pemily pertama  Indonesia
tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah
dimulai pada tahu 1946, ketika Presiden Soekarno membeniuk  Badan
Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat. menyusul disahkannya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite
Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-
Anggaumtanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953, Presiden
Sockamo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1955 tentang
pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). yang berugas menyiapkan,
memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota
Konstituante dan anggoia Dewan Perwakilan Rakyat. PPl ditunjuk olch Presiden,
Panitia  Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia pemilihan
Kabupaten ditunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut herhasil diselenggarakan dengan aman,
lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses
Pemilu 1955 akhimya tidak bisa di lanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas
scjarah. Pemilu pertama tersebut tidak herlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun
berikutnya, meskipun di tahun [958 Pejabat Presiden Sukarno telah melantik
Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) 11.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 4
(empat) periode, sebagai berikut :

I. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer  yang menonjolkan
demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi
parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR.
Akibatnya persatuan yang digalang sclama perjuangan melawan musuh
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bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstrukitif
sesudah kemerdekaan.

2. Periode 1959-1965, masa demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek
menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan
menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi
presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis
dan peran ABRI sehagai unsur sosial politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan
demokrusi konstitusional vang menonjolkan sistem presidensial. Landasan
formal periode ini adalah Pancasila. UUD 1945 dan Ketetapan MPRS/MPR
guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di
masa Demokrasi Terpimpin.  Dalam perkembangannya, peran presiden
semakin dominan terhadap lembaga-lembaga megara vang lain.  Dalam
praktiknyu, demokrasi pada masa ini, Pancasily hanya schagai legitimasi
politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila eri Reformasi.
Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi
memperoleh napas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah
kecenderungan terjadinya tawar menawar antara beberapa partai politik dalam
menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

L.1.3 Fvaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU

Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Barito Selatan diselenggarakan pada
tanggal 17 April 2019 dan diikuti 16 Partai Politik peserta Pemilu.  Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga scbesar 94.992 jiwa vang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Selatan Nomor |24/Kpts/KPU-Kab 020.435837/2019 tentang Rekapitulasi dan
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Selatan.

RENCANA STRATEGIS P
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Tabel 2. Partai Politik vang mengisi DPRD Kabupaten Barito Selatan
2019

f ki ] ' PEROLEH
- JUMLAH  PERSENTA AN KLRSI
NO NAMA PARTAI PEROLEH SE SUARA DPRD
AN SUARA SAH KABUPAT
EN
| | Pariai Kcbangkitan Bangsa | ' =S
I (PKB) | 6.957 . 9,27% | 3
Partai Gerakan Indonesia Raya l
2 | (Gerindsa) : 8.009 10.67% ‘ 1
Partai Demokrasi Indonesia
; 19.902 26.52 7
;_MW" (PDIT) - ﬂ:ﬁ i ,
|_4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 11, 14,77% 3
5 | Partai Nasdem 5.761 7.67% 2
' Partai Gerakan Perubahan
6 1|1 fotesis (Ciwude) | 15{1. 3 u.l-m_ 0
Parai Beringin Karya ['
i) 2.130 2. 839, |
(Berkarya) ) i -
8 | Partai Keadilan Scjalrtam{FKS}_ 1.976 2.63% | ¥
Partai Persatuan Indoncsia
g (Perindo) l._[}ﬂ 1.40% . 0
10 :‘;ipr;a; Persatuan Pembangunan 4236 5.64% 3
m | P(;Sr‘l‘aa Solidaritas Indonesia 204 0.27% 0
12| Partai Amanat Nasional (PAN) 6309 [ 840% | 2
Partai Hati Nurani Rakyat '
T B Tl B 08 (R
|14 Partai Demokrat 4129 5.50% 2
15 | Partai Bulan Binung (PBB) | 0 0 0
Partai Keadilan dan Persatyan = |
16 Indonesia (PKP) 1.325 [ 1,?ﬁ%._._ | 0

Meskipun Pemiliban Serentak 2019 yang pertama kali disclenggarakan
diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun
banyvak kalangan masyarakul. media maupun dunia internasional mengakui bahwa
Pemilu Seremak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU
bersama dengan Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah
menunjukkan kredibilitas sebagai penyelenggara Pemilu yang independen. jujur,
adil dan transparan.  Bahkan Pemilihan  Serentak 2019 telah  berhasil
meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetkan 77.5%, tercapai
81.93%. Hali ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.
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Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun
Sasaran Strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU
2015-2019 schagai berikut :

I.  Meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan vang demokratis,

dengan indikator kinerja sasaran sirategis

a. Persentasc partisipasi pemilih dalam Pemilw/Pemilihan;

b. Persemtase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan:

c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dakam Pemilw/Pemilihan:

d. Persentase pemilih yang berhak memilih (etapi tidak masuk dalam daflar
pemilih

. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daflar
pemilih tetap; dan

f. Indeks kepuasan publik tcrhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Terlaksananya Pemilu/Pemiliban yang aman, damai, Jujur dan adii dengan

indikator kinerja sasaran sasaran strategis sebagai berikut

a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota vang
melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik:

b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan
pelanggaran Pemilu/Pemilihan; dan

c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPL,

3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemiliban dengan
indikator kinerja sasaran strategis :
. Nilai akuntabilitas kinerja;
b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
¢. Indeks reformasi birokrasi: dan
d. Nilai keterbukaan informasi Publik.

]
&
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Tabel 3. Evaluasi Capaian Renstra KPU 2015-2019

TUIUAN SASARAN INDIKATOR | TARG | REALIS
i STRATEGIS _ KINERJA 2019 2019
Persentase KPU,
KPU ProvinsvKIP
Aceh, atau KPU
Kabupaten/Kota
¥
| Pemilu/Pemilihan
| sesuai dengan
Jadwal dan
ketentuan yang r
Menitakai | berlaku __
ﬁ;ymm.t :{ﬁmﬁmmwm .' mm pemilih | 77500 | 8139 | 104,99
dan partisipasi | n : y |
politik dalam | Pemilu/Pemiliha | hemit-Pemiliban -
;ﬁlﬂkm krasi di :jg:‘mﬁs ﬁ partisipasi pemilih 75% | 83.76% | 11168
Indonesia perempuan dalam %
Pemilu/Pemilihan |
Persentase !
partisipasi pemilih | 750, | 489305 | 65.24%
disabilitas dalam
| Pemilw/Pemilihan
Persentase
| partisipasi pemilih 136.55
yang terdaftar 60% | 81.93% ’
dalam DPT vang L1A
i menggunakan hak
pilihnya |
lerselenggara | Terlaksananya | Persentase KPU, |
nya Pemilu Pemilw/Pemiliha  KPU Provinsi/KIP -
| Sesuai dengan | n yang aman, Aceh dan KPU/KIP 105.26
peraturan damai, jujur dan | Kabupaten/Kota 95% 100% i
perundang- adil vang melaksunakan
undangan P'emilu/Pemilihan
vang berlaku | tanpa konflik N =
yang efektif Persentasc
Iransparan, Pemilw/Pemilihan
akuntabel dan vang terbukti 3% 4,16% | 61,33%
aksesabel - melakukan
! Lmhnggam
Pemilw/pemilihan g
| Perscntase sengketn | ggo, | 91.56% | 104,03
hukum yang _
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| " dimenangkan KPU

Terwujudnya l Meningkatnya | Nilai akunbilitas B 8 B 1
lembaga KPU | kapasitas ~ kinetja
yang memiliki | lembaga Opini BPK atas | wp wDP WDP
integritas, penyelenggara | Laporan Kevangan | _ L
kuompetensi. Pemilw/pemiliha | Indeks Reformasi 75 70,03 93.37%
kredibilitas n | Birokrasi
dan kapabilitas | Nilai Keterbukaan

| dalam ' Informasi Publik 98,5 i 98.5 100%
menyclenggar { 1
akan Pemilu ! n b

1.1.4  Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 22E ayat (5). Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suat komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai
dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, schagai berikui:

]+

Sifat nasiona! dimaksudkan bahwa KPU sebagai penvelenggara mencakuo
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebapai lembaga menjalankan tugasnya
secara berkesinambungan, meskipun keanggolasnnya dibatasi olech masa
jahatan tertentu.

Sifat  mandiri  dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan  dan
melaksanakan Pemilu, KPL bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak
manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin  tercapainya penvelenggaraan Pemilu vang dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan
penvelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penvelenggara pemilu wajib bekerja. bertindak, menjalankan tugas,

wewenang dan kewajiban sebagai Penvelenggara Pemilu berdasarkan kode etik
dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu., serta sumpah/janji jahatan,

Integritas Penyclenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada

prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:
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. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggara Pemilu

didasari niat untuk semata-mata terselenggaranva Pemilu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau
golongan:

Mandiri, maknanva dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai
kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan vang
diambil;

Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara  Pemilu
menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya: dan

Akuntabel, bermakna dalam Penyclenggaraan Pemilu, Penyelenggarn Pemilu
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud,

berpedoman pada prinsip dan asas:

L
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Berkepastian ~— hukum, maknanva  dalam Penyelenggaraan  Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas. fungsi dan wewenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu
bagi penvandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

Tertib, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara 'emilu
melaksanakan tugas. fungsi dan wewenang  sesuai  dengan  peramran
perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan;

Terbuka, maknanva dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggara Pemilu
memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai
kaedah keterbukaan informasi publik:

Proporsional, maknanya dalam Penyelenggaraan  Pemilu, Penyelenggara
Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingsn pribadi dan kepentingan
umum untuk mewujudkan keadilan:

Profesional. maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemily
memahami tugas. wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas
dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas;

S




Clektif, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Peayelenggara Pemilu
melaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu:

Efisien, bermakna dalam penyclenggaraan Pemiluy, Penyclenggara Pemilu
memanfaatkan sumberdava, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran:

Kepentingan  umum, bermakna  dalam penyelenggaraan  Pemilu,
penvelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatil dan selektif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut
Penyclenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu oleh Penyelenggara
Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil)

I

Asas Pemilu Luber-Jurdil memiliki makna, vaitu:

+ Asas langsung, rakyat sebagui pemilih mempunyai hak untuk memberikan

suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani nya, tanpa perantara.

- ASAS nmum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

undang-undang berhak mengikuti Pemilu/Pemilihan yang bersifat umum
mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi
semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku. agama, ras,
golongar, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

- Asas bebas, sctiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan

pilihannya tanpa \ckanan dan paksaan dari siapapun, Dalam melaksanakan
haknya setiap warga negara dijumin keamanannya, sehingga dapat memilih
sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan uwmum
telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui pihak manapun dan
dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan
tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
Asas jujur, setiap Penyelenggara Pemiluy, aparat Pemerintah, peserta Pemily,
pengawas Pemilu, pemantau Pemily, pemilih serta semua pihak yang terkait
dengan Penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku: serta
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6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu
mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun,

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemiliban Umum
Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendukung kedaulatan
rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan polilik
strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-
Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyal (DPR), anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD  Provinsi, anggota DPRD
Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubermur,  Bupati-Wakil Bupati, sena
Walikota-Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh masyarakar Indonesia.
Untuk menjamin  Pemily dilaksanakan secara mandiri. Jujur, adil,
berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif
serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan
pembentukan Komisi Pemilihan Umum vang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihen umum
2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan,
mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman.
Namun pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Juga diperfukan guna perumusan strategi yang tepat,
Berdasarkan  Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lentang
Pemilihan Umum, tugas K PU Kabupaten/Kota meliputi:
4. menjabarkan program dan melaksanakan anggarin;
h. melaksanakan semua tahapan  penyelenggaraan di  kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
€. mengoordinasikan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPE,
PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. menyampaikannya daftar Pemilih kepada KPU provinsi:
¢ memulakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
memperhatikan daa  kependudukan vang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih:
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melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
anggota  DPRD  provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota  yang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
sertd  wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawasiu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
mengumumkan calon anggota DPRD terpilih sesuai dengan alckasi jumlah
hursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan
membuat berita acaranys;
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Bawuslu Kabupaten/Kota;
menyosialisakan Penyelenggaraan pemilu dan/utau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakar;
melakukan evaluasi dan membua laporan setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kahupaten/Kota dalam menyelenggaran

Pemilu sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum adalah sebagai berihut;

a.
h.

C.

menetaphan judwal di kabupaten/kota:

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

menetapkan dan mengumumkan  rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
angeota DPRD kabupaten/kota herdasarkn rekapitulasi penghitungan suary di
PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan
sertitikat rekapitulasi suara;

menerbitkan  keputusan  KPU Kabupaten/Kota untuk mengesabkan hasil
pemily anggota DPRD kabupatenkota dan mengumumkannya;

menjatuhkan sanksi administratif dan/atay menonaktifkan sementara anggota
PPK dan anggota PPS vang terbukti melakukan tindakan vang mengakibatkan
lerganggunya tahapan Penyclenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,
putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawasiu KabupatenKota, dan/atan

RENCANA STRATEGIS L

TAHUN 2020 - 2024

—_—————

L p——




B

———

—

f. melaksanakan wewenang lain vang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

ketentuan peraturan perundang-undangan: dan

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menyelengparakan Pemilu,

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang
nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah scbagai herikut:

0. melaksanakan semua lahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. memperlakukan Peserla Pemilu secara adil dan setara;

¢. menyampaikan semua informasi Penyclenggaraan Pemilu kepada masyarakal;
d. melaporkan pertanggungjawabun penggunaan anggarun sesuai  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelengguraan

Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

mengelola, memelibare, dan merawat wsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun olch KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kasbupaten/kota berdasarkan pedoman
yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan:

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada
Rawashu;

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan
ditandatangani olch ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-bap TPS pada tingkat KPU
Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
rekapitulasi di kabupatenikota;

melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan

dengan memperhatikan data  kependudukan sesuai  keteniuan peraturan
perundang-undangan:

. melaksanakan putusan DKPP; dan
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n. melaksapakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi
dan/atau peraturan perundangan-undangan.

Dalam hal penvelenggaraan Pemilihan berdasarkan Undang-Undang
Nomar 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor |
Tahun 2015 tentang Penclapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor | Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati. dan Walikota menjadi
Undang-Undang. tugas dan wewenang KPU meliputi :

a. menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap
tahapan pemilihan seiclah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam
forum rapat dengar pendapat yang kepulusannya bersifat mengikat:

b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan:

¢. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan:

d. menerima hasil Pemiliban dari KU Provinsi dan KPU Kabhupaten/Kota;

e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota tidak
dapat melanjutkan tahapan pelaksansan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten
dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang; dan

. melaksanakan tugns dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.

KI'U dalam penyelenggaraan Pemilihan tersebut wajib:

a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
secara adil dan setara;

b. menyampaikan semua informasi  penvelenggaraan  Pemilihan  kepada
masyarakat:

c. melaksanakan dengan scgera rekomendasi danfatau  putusan  Bawaslu
mengenai sanksi administrasi Pemilihan;

d. melaksanakan putusan DKPP; dan

¢. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Keberhasilan  pelaksanaan  tugas dan  fungsi KPU  divker  dari
“Terselenggaranya Pemilihan Umum vang berkualitas dan dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masvarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi
organisasi yaitu:

1) aspek kelembagaan;

2) aspek sumber daya manusia,

3) aspek kepemimpinan;

4) aspek perencanaan dan angearan.

5) uspek Bussines Process dan kebijakan;

6) aspek dukungan infrastrukiur dan dan teknologi informasi komunikasi; dan

7) aspek hubungan dengan stakeholder.

Komisi Pemilihan Umum memiliki polensi  sekaligus  menghadapi
permasalahan dalam menyclenggarnkan Pemilu Seremtak. Beberapa potensi
(kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnva, vaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan
mandiri (S1)

2. Komisi Pemiliban Umum memiliki Sumber Daya manusia vang hesar dengan
berbagai latar belakang pendidikan dan usia (82),

3, Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata
Kelola Pemitu (S3),

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolektif dan kolegial
schingga memiliki potensi vang lebih tinggi untuk membangun kepercavaan
publik (54),

5. Hubungan baik dengan semua pihak vang memiliki kepentingan dengan
Pemilu Serentak (85)°

6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa wnah, gedung dan gudang
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (56)

7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/1. lain untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya (S7),

8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (88).
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Sementara  itu, permasalahan (kelemahan) vang dihadapi Komisi

Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilasasi secara penuh
untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
(W1

2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturun yang detail
dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar
dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2),

3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi {(W3),

4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (Wd),
Schagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi pemilihan umum merupakan
tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada
organisasi lain, seria adanya loyalis ganda (W3),

6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban
kerjanya (W6),

7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7),

8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi (W8)

9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP)
untuk lavanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8)

10. Status kepemilikan atas tansh, bangunan gedung dan gudang KPU masih
banyak dimiliki olch pemerintah daerah setempat sehingga belum
mendukung kemandiriun Komisi Pemilihan Umum (W 10)

I1. Belum optimalnys kapasitas SDM  dalam  mengelola  logistik
Pemilu/Pemilihan secara tepat wakiw, tepat jumiah, tepat jenis, tepat kualitas,
dan tepal sasaran (W1 ().

1.2.2 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Komisi pemilihan Umum dihadapkan pada sejumlah peluang

(opportunitics) yang perlu dimanlaatkan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak.

Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (01)

2, Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginva harapan
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4.

masyarakat kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak vang
langsung, umum, bebas, rahasia. jujur dan adil (02)
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat,
schingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)
Rencana Pemindahan hu Kota Negara (04),

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman

(threats) yang dapat menghambat pelaksanaan lugas, fungsi dan kewenangannya,
Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif, baik pada kinerja
organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang
harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya,
wvaitu

R

Perkembangan masyrakat vang menjadi basis pemilih pada Pemily sangat
dinamis, akibat perubahan Jokasi {mutasi) perkembangan  umur  dan
sebagainya (T1)

- Peran media massa khususnya media online sangat besar dalam memengaruhi

penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2)

Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatit’ berpengaruh
terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemily (T3)

Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di berbagai wiluyah belum
optimal mendukung Pemily (44,16% kabupatenkota di Indonesia belum
memiliki akses internet (T4)

- Tingginya dinamika politik dan regulasl dalam penyelenggaraan Pemilu

serentak (T5)

6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6)

Kualitas resepresentasi, baik dalam prases rekrutmen. kaderisasi dan kandidasi
dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan kenstituen (T7)

8. Biaya politik tinggi (18)
9. Masih terdapatnva  ancaman kebebasan  berpendapat, intoleransi  dan

10.

L1,
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diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9)

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum
terintegrasi (T10)

Pandemi Covid 19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhimya,
sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020(T11)

_—

— mEE—————




12. Pengurangan anggaran akibat Covid

19(T12)

Tabel 4. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

POTENSVKEKUATAN ]

1. Komisi Pemilihan Uimum
merupakan  lembaga  bersifat |
nasional, tetap dan mandiri (S1)

2. Komisi Pemilihan Umum memiliki
Sumber daya manusia yang besar
dengan  berbagai  Jatar  belakang
pendidikan dan usia (82)

3. Kesempatan pendidikan formal dan
diklat guna meningkatkan kapasitas

. Tata Kelola Pemilu (S3)

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan
Umum bersifat kolektif dan kolegial
schingga memiliki potensi yang
lebih  tinggi wuntuk membangun
kepercayaan publik [S4)

5. Hubungan baik dengan semua pihak
yang memiliki kepentingan dengan
Pemilu Serentak (85)

6. Komisi Pemilihan Umum memiliki
aset berupa tanph, gedung dan
gudang yang tersebar di sclurub

| wilayah Indonesia (56)

7. KPU bekerjasama dengan
organisasi atau K/L lan  untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya

8. Partisipasi vang tinggi pada Pemilu
2019 (58).

e T T =,

PELUANG

Umum diatur dalam konstitusi (O1)
2. Tingginya animo masyarakat dalam
Pemilu  serta lingginya harapan
masyarakat kepada KPU  uotwk
menyelenggarakan Pemilu Serentak

| yang langsung. umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil (02)

3. Perkembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) vang pcsat,
sehingga kehidupan masvarakat

I. Keberadaan Komisi  Pemilihan ' memanfaatkan peluang KPU, tidak

Menggunakan kekuatan dan‘\

hanya dalam mejalankan tupoksinya,

pamun  juga dalam  mewujudkan

konsolidasi demokrasi melalui strategi,

sebagai herikut : |

. Menyelenggarakan tata
kelola/manajemen  kelembagaan
berdasarkan  pada  kualifikasi,
kompetensi dan kinerja secara adil
dan wajar (merit system).

2. Meningkatkan pembinaan sumber

semakin digital (03)
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[4. Rencanu Pemindahan Thu Kota| dan terstruktur sehingga memiliki
Negara (04). integritas, profesional. netral dan
bebas dari intervensi politik, bersih
praktik  korupsi, kolusi  dan
nepoisme serta mampu
menyelenggurakan pelayanan
puhlik bagi masyarakat.
3. Nlenmarkm tranparansi  dan
pengelolaan
adm!nim keuangan KPLU,

Meningkatkan purtisipasi

&~

]

. Meningkatkan kualitas publikasi
data  dan  informasi  serta
dokumentasi pelaksanaan Pemilu
berhasis weknologi informasi secara
herkelanjutan vang leringrasi.
Menyusun standar pelayanan publik
(SPP) atas setiap jenis layanan yang
diberikan.

Menyelenggarakan audit,
pemantauan, reviu, scita
pengawasan kegiatan-kegiatan  di
lingkungan KPU Secara
| berkesinambungan.

8. Meningkatkan  kapasitas  dan
kualitas integrasi lavanan (hardware
dan sofiware) KPU di [bu Kota

(1 N haru, < &h

=

P

Tabel 5. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang KP1UI
STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG
KPU

PERMASALAHAN/KELEMAHAN

1. Kemajuan  Teknologi  Informasi
Komunikasi  belum  diutilasasi
secara penuh untuk mempermudah
pelaksanaan  tugas dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum (W1),

2, Belum ada Standar Operasional
Prosedur (SOP) serta  peraturan
vang detail dan mudah dipahami,

} mengingat  KPU merpakan

l organisasi yang besar dengan

-

i . tingkat keberagaman Sumber Daya |
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8. Anggaran yang tersedin belum |

Manusia yang tinggi (W2), |

3. Ketidakjelasan batas kewenangan
dalam  pelaksanaan tugas dan
fungsi, mengarah pada inefisiensi
kinerja organisasi (W3),

4. Proses internalisasi peraturan dan
budaya kerja organisasi masih
lemah (W4),

3. Sebagian besar Pegawai Negeri
Sipil di Komisi pemilihan umum
merupakan lenaga yang
diperbantukan, i

lain,
adanya loyalis ganda (W),

6. Jumlah dan komposisi pegawai
belum sesuai dengan tugas, fungsi
dan beban kerjanya (W6),

7. Tingginva disparitas kompetensi
pegawai (WT),

memadai bagi pelaksanaan lugas
dan fungsi organisasi (W)

9. Komisi Pemilihan Umum belum

menyusun - standar  pelayanan

publik (SPP) untuk layanan Pemilu

Serentak yang diberikan (W$) |

Staws  kepemilikan  atas tanah,

bangunan gedung dan gudang KPU

masih  banvak  dimiliki  oleh
pemerintah  dacrah sctempalt,
sehingga  belum mendukung
kemandirian Komisi  Pemilihan

Umum (W10)

Il Belum optimalnya kapasitas SDM
dalam mengelola logistik
Pemilu/Pemiliban  secars  tepat
wukiu, lepat jumlah, lepat jenis,
tepat kualitas, dan tepat sasaran
(WI1).

1.

PELUANG

I. Keberadaan  Komisi  Pemilihan
Umum diatur dalam konstitusi (O1)
Tingginya animo masvarakat dalam
Pemilu  serta tingginya harapan
masvarakat kepada KPU untyk
menyelenggarakan Pemilu Serentak
yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil (02)

i 2.

Mengatasi  kelemahan guna mampu
memanfaatkan peluang KPU  dalam
melaksanakan  tupoksinva, melalu
strategi:

. Menvelenggarakan pengelolaan,
pemulakhiran data dan  informasi
secara berkala serta dokumentasi
pelaksanaan  Pemilu  herbasis
teknologi informasi terintegrasi,

2. Menyusun  pedoman teknis dan
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(3. Perkembangan Teknologi Informasi pelaksanaan dari setiop kebijakan
dan Komunikasi (TTK) yang pesat, dan peraturan vang ditetapkan.
schingea kehidupan masyarakat | 3. Menyusun  SOP  setiap  eselon
semakin digital (03) (jabatan), disertai  pengukuran

4, Rencana Pemindahan [bu Kota indxknml' kinerjanya di setiap eselon

Negara (O4).

4. Mmmglmkm pembinaan  sumber
daya manusia KPU secara bermahap
dun terstrukiur sehingga memiliki
integritas, profesional, netral dan
bebas dari intervensi politik. bersih
dari puhik korupsi, kolusi dan
nepotisme serta fuempu
menyelenggarakan pelavanan
publik bagi masyarakat.

| 5. Munyehnmnlml tata  kelola

kelembagaan

bar&nmhn pada  kualifikasi

kompetensi dan kinerja secara adil
dan wajar (merit system)

6. Melakukan  koordinusi f.hl'lﬁln

;5,
'§
E
i

o

Menyusun standar pelayanan publik
(SPP) atas setiap jenis layanan yang
diberikan.

9. Menyelenggarakan pengadaun dan
pengelolaan  aset KPU  secara
optimal.

10. Meningkatkan  kapasitas SDM

Pemitw/Pemilihan  secara  tepat

waktu, tepat jumlah, fepat jenis,

—
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Tabel 6. Penyusunan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

KPU

STRATEGI MINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN |

| POTENSUKEKUATAN

Komisi Pemilihan Umum
merupakan  lembaga  bersifat

nasional, tetap dan mandiri (S1)

Komisi Pemilihan Umum memiliki
Sumber Daya manusia vang besar
dengan berbagai latar belakang

pendidikan dan usia (S2),
Kesempatan pendidikan formal dan
diklat guns meningkatkan kapasitas
Tata Kelola Pemilu (S3),

- Kepemimpinan Komisi Pemilihan

Umum bersifat kolektif dan kolegial
schingga memiliki potensi yang
lebih  tinggi  untuk membangun
kepercayaan publik (S4).

Hubungan baik dengan semua pihak
yang memiliki kepentingan dengan
Pemilu Serentak (S5)

Komisi Pemilihan Umum memilik |
aset berupa tanah, gedung dan
gudang yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia (56)

KPU bekerjasama dengan

organisasi atau K/L lain untuk
melaksanakan tugas dan fungsinyva
(87).

Partisipasi yang tinggi pada Pemilu
2019 (S8).

 ANCAMAN
1.

Perkembangun  masyrakat vang
menjadi basis pemilih pada Pemily
sangal dinamis, akibat perubahan
lokasi (mutasi) perkembangan umur
dan sebagainyu (T1)

Peran  media  massa Khususnya
media online sangat besar dalam
memengaruhi penyebaran informasi
palsu (houx) di masyarakat (T2)
Kondisi peografis dan  iklim
wilayah Indonesia vang bervariatif
berpengaruh terhadap pelaksanaan
distribusi logistik Pemilu (T3)

l.

b

Meminimalkan dampak
kelemahun KPU dan ancaman vang
dibadapi dalam melaksanakan tupoksi
KPU, dengan strategi:

akibat

Menyelenggarakan pengelolaan
data  dan  informasi  serts
dokumentasi penyclenggaraan
Pemilu berbasis teknologi informasi
secara

terintegrasi.
Menyiapkan penyusunan rancangan

berkelanjutan yang |

peraturan  dan  keputusan  KP1J,
pendokumentasian
hukum, advokasi

penyulubannya.

hukum dan
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4.

10,

11.

| 2. Pengurangan anggaran akibat Covid

Infrastruktur  Teknologi  Informasi
Komunikasi di berbagai wilayah
belum optimal mendukung Pemilu ‘
(44,16% kabupaten/kota di
Indonesia belum memiliki - akses
internet (T4)

Tingginya dinamika politk dan
repulasi  dalam  penyelenggaraan
Pemilu serentak (T5)

Tingginya risiko kecurangan saal |
rekapitulasi suara (16)

Kualitas resepresentasi, baik dalam
proses rekrutmen, kaderisasi dan
kandidasi dalam partai politik masih
menciptakan jarak antara wakil dan
konstituen (T7)

Biaya politik tinggi (T8)

Masih lerdapainya  ancaman
kebebasan berpendapat, intoleransi
dan diskriminasi terhadap berbagai
perbedaan (T9)

Pengelolaan informasi dan
komunikasi publik di Pusat dan
daerah vang belum terintegrasi
(T10)

Pandemi Covid 19 di Indonesia
belum  dapat  dipastikan  masa
berakhimya, sehingga
mengakibatkan penundaan Pilkada
2020 (T11)

19 (T12)

|

PES
1)

11

___gangguan lainnya,

. Meningkatkan

Menyusun SOP  sctiap  eselon |
(jabatan), disertai  pengukuran
indikator kincrjanya di setiap cselon
(jabatan),

Menyelenggarakan pengadaan dan
pengelolaan  aset KPU  secam
optimal.

Menyelenggarakan pembinaan
sumber daya manusia KPU.
Pendayagunaan Penyelengpara
Pemilu secara optimal  untuk |
mewnjudkan Pemilu yang langsung, |
umum,  bebas,  jujur,  adil,
trapsparan, akuntabe! dan
Meningkatkan  kapasitas ~ SDM

dalam mengelola logistik |
Pemilu/Pemiliban  secara  (epat
wak, tepat jumlsh, tepat jenis,
tepat kualitas dan tepat sasaran.
Melakukan  koordinasi  dengan |
segenap pemangku  kepentingan,
baik pada tahap  persiapan,
penyelenggaraan  maupur  sclelah
Pemilu.

Meningkatkan pengawasan internal
KPU.

partisipasi
penyusunan  perencanaan  dan
penganggaran, koordinasi |
antarlembaga. '
Penyusunan  regulasi  lentang
penetapan penundaan serla
pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan
Pemilihan Susulan @npa melalui
usulan dari KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal
sebagian 1au  seluruh  wilayah
Pemilihan  mengalami  bencana
alam/non alam, kerusuhan,
gangguan keamanan, dan atau

Strategi dari analisis hualitatil dan diskriptif SWOT di atas dupat disintesakan
menjadi sebagai berikun:
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Tabel 7. Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SwO1 SINTESA

a. Melakukan  koordinasi  dengan | 1. Meningkatkan “tata
scgenap pemangku  kepentingan kelola/manajemen KPU
baik tahap persiapan.

penyelenggaraan  maupun  sclelah
Pemilu,

b. Meningkatkan partisipasi
penyusunan  perencanaan  dan
penganggaran, koordinasi
antarlembaga.

Meningkatkan pengawasan internal
di KPL.

. Meningkatkan transparansi  dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan
KPU.

Menyelenggarakan audit.
pemantauan, reviu, serta
pengawasan  kegiatan-kegiatan  di
lingkungan Key secars |
berkesinambungan.

Menyelenggarakan
tatakelolw/manajemen kelembagaan
berdasarkan  pada  Kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar (meril svstem).
Menyusun pedoman  teknis  dan
pelaksanaan dari setiap kebijakan
dan peraturan yvang ditetapkan.
Menyusun  SOP  sctiap  esclon
(jabatan),  disertai  pengukuran

indikator kinerjanya disetiap eselon
(jabatan).

i, Menyusun standar pelayanan publik
(SPP) atas setiap jenis layanan vang
diberikan.

J.  Optimalisasi pembinazn,
pengawasan penyelenggaraan
Pemilu.

Meningkatkan kualitas publikasi,
pengelolaan  data dan  informasi
secarn berkala serta dokumeniasi

SSE—

pelaksanaan  Pemilu  berbasis
teknologi informasi secara
berkclanjutan dan teri Si. _
a. Meningkatkan  kapasitas SDM | 2. Meningkatkan mvestasi kqm:lm‘
dalam mengelola logistik

Pemilw/Pemilihan  secara  wpat

waktu, icpat jumlah, tepat jenis.
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- tepat kualitas dan tepat sasaran.

b. Meningkatkan  sumber  daya
manusia KPU secara bertahap dan
terstruktur  sehinggn  memiliki
integritas, profesional, netral dan
bebas dari intervensi politik, bersih
dari kolusi, korupsi dan nepotisme
serta  mampu  menyelenggarakan
pelavanan publik bagi masyrakat

¢. Pendayagunaan  penyclenggaruan
Pemilu  secara optimal untuk
terwujudnya Pemilu yang langsung,
umum,  bebas,  jujur,  adil
transparan, akuntabel dan

___ berintegritas.

a. Meningkatkan  kapasitas  dan
kualitas integrasi layanan (hardware
dan software) KPU di Thu Kola
baru.

b. Menyelenggarakan pengadaan dan
pengelolaan  aset KPU  secara

optimal.

c. Meningkatkan kualitas publikasi
pengelolaan  data dan  informasi
secara berkala serta  dokumentasi
pelaksanaan  Pemilu  herbasis
leknologi informasi Secan
berkelanjutan dan terintegrasi.

:

3. Meningkatkan  investasi  ascl
teknologi dan BMN-KPU |

a. Peayusunan  regulasi  tentang
! penelapan penundaan serta
pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan
Pemilihan Susulan tanpa melalui
usulan dari KPU
ProvinsifKabopaten/Kota dalam hal
sehagian tau  seluruh  wilayah
Pemilihan  mengalami  bencana
alam/mon  alam, kerusuhan,
gangguan kcamanan, dan atan
pangguan lainnya.

- b. Menyiapkan penyusunan rancangan
peraturan dan  keputusan KPLU,
pendokumentasian informasi
hukum, advokasi hokem  dun

__penyuluhannya.

4. Menyiapkan payung/dasar hukum |
yang kuat,

a. Meninghkatkan kualitas publikasi
pengelolaan  data dan  informasi
secara berkala serta dokumentasi
pelaksanaan ~ Pemilu  berbasis
teknologi informasi secarn

5. Meningkatkan kematangan
berpolitik masyvarakat,
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berkelanjutan dan terintegrasi.

b. Memfasilitasi pendidikan pemilih
secara berkala dan berkelanjutan,
¢. Menyiapkan penyusunan rancangan
peraturan  dan  keputusan  KPLU.,
pendokumentasian informasi
hukum. advokasi hukum dan

uluk

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi Utama
dalam rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik™ yang
merupakan akronim dari:

I. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;

2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset tcknologi;

4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan

5. Meningkatkan kematangan politik masyarakat
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BAB 2
VIS1 MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPIMN 2020-2024, yakni
“Memperkuat Stabilitas Pothukam dan Trasformasi Pelayanan Publik”, Komisi
Pemilihan Umum mempuonyai tanggung jawab sesuai dengan mgas pokok dan
fungsinya uniuk mendukung Program  Prioritas  Nasional “Konsolidasi
Demokrasi” guna memperkuat  penyelenggaraan P'emilihan  Umum, serta
mendorong penvelenggaraan kepemiluan vang mandiri, adil, berkepstian hukum,
tertib, terbuka profesional, proporsional, akuntabel, efektif., serta efisien.

Menvrut  RPIMN - 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi
Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu vang perlu diperhatiakan, yaitu mengenai:

I. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan

kandidasi dalam partai politik vang dapat menciptakan jarak antara wakil dan
konstituen;

ra

Biava politik tinggi, dimana merupakan masalah mullidimensi yang harus
diselesaikan secara tepal. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik
korupsi. rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni uncaman kebebasan berpendapat.
inteloransi, dan diskriminasi icrhadap berbagai perbedaan akan melemahkan
persatuan dan kesatuan bangsa;

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan dacrah vang belum
teriniegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan,
kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi. peran lembaga pers dan
penyiaran belum optimal, rendahnva literasi masvarakat akan menvebabkan
turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi™ diukur
dengan “Indeks Demokrasi Indonesia”™ atau disingkat 1D1. DI meliputi 3 (tiga)
indikator. Tiga indikator tersebut meliputi [ 1 (sebelas) sub-indikator vang secara
garis besar dapm dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties),

2. Hak-hak Politik (Political Rigla),
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).
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Kebebasan Sipil terdiri dani kebebasan berkumpul dan  berserikat,
kebebasan berpendapat, kebebasan  berkeyakinan, dan  kebebasan  dari
diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik terdiri hak memilih dan dipitih
serta  partisipasi  politik  dalam pengambilan  keputusan dan  pengawasan.
Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi rerditi dari pemilu vang
hebas dan adil, peran DPRD, peran Partui politik, peran birokrasi Pemeriniah
daerah, dan peran peradilan vang independen.

Adapun peran KPL dalam merealisasikan target nasional adalah pada
pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa  sub-indikator
“Indeks Demokrasi Indonesia™ vakni sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:
* Kejadian dimana hak memilih dan dipilih masyarakat techambat;
s Kegjadian yang menunjukkan ketiadasn/kekurangan fasilitas schingga
kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
» Kualitas Dafiar Pemilih Tetap (DPT):
s Persemiase penduduk menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang
memiliki hak pilih dalam Pemilu (vaters tumont); dan
e Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPR/DPRD.
2. Pemilihan Umum vang bebas dan Adil;
o Kejadian vang  menunjukkan  kkeberpihakan KPUD  dalam
penyelenggarnan Pemilu; dan
e Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisli Pemilihan Umum

Visi Komisi pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang
ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegimtan vang disclesaikan dalam
periode 3 (lima) labun vaitu tabun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum
adalah:
“Menjadi Penyelenggara Pemilu Screntak yvang Mandiri, Profesional dan
Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan
berintegritas adalah sehagai berikut:
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. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun.

disertai dengan transparansi dan pertangpungjawaban vang jelas sesuai dengan
peraluran perundang-undangan.

Integritas memiliki anti jujur, adil. transparun, akuntabel.

Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, kompeten, aksesibilitas, tertib,
terbuka, proporsional, efektif. efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misl Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya

yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode
2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakaon misi Presiden dan Wakil
Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan vang bersih, cfektif dan
terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

=

Meningkatkan  kompetensi  penvelenggars  Pemilu  Serentak  dengan
berpedoman  kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara
Pemilu.

Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian
hukum, progresif dan partisipatif.

. Meningkalkan kualitas penyelenggarnan Pemilu Serentak vang clektif dan

efisien, ransparan, akuntabel, serta asesibel.
Mengoptimalkan pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  dalam
menyelenggarakan Pemilu Serentak.

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

Meningkatkan kualitas lavanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku
kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegialun

Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi
dua, yakn:

2

Mendukung terbentuknya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan
dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain: dan

. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan pemilihan,
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2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemiliban Umum, maka

tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan
berintegritas:

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat wakiu, efisien dan
etektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur
dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan wjuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum
yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi
Pemilihan Umum vang mandiri, profesional dan berintegritas”, vait:
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas: dan
3. Terwujudnya Sumber daya manusia dan lembaga KPU vang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua vaitu “Menyelenggarakan Pemilu
Seremtak yang demokratis, tepat wakiu, efisien dan efekuf™, vaitu:

1. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh
lapisan masyarakal; dun

[

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan
Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan dala dan informasi serta
dokumentasi pelaksanaan Pemilu herbasis teknologi  informasi  vang
terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga vaitu “Mewujudkan Pemilu
serentak vang Langsung, Umum, Bebas. Rahasia, Jujur dan Adil™, wvaitu

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi vang tinggi disertai
penyclesaian sengketa hukum yang baik™.
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Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) vang
mengacu kepada arah kebijakan dan stralegi nasional schagaimana tercantuin
dalam RPIMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi. misi, tujuan
dan sasaran strategis KPLU seperti divraikan pada Bab 11 Renstra KPUL
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Mempunyai Visi Pembangunan :
indonesia vang Mandiri Maju. Adil dan Makmur, Dan 8 (delapun) Misi
Pembangunan Nasional 2005-2025 -

1. Mewujudkan masyarakat berukhlak mulia, bermoral, beretika. berbudaya dan
berudub berdasarkan falsafah Pancasila.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Mewujudkan masyvarakat demokralis berlandaskan hukum

Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

!-.l

T

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulawan yang mandiri, maju, kuat

dan herbasis kepentingan nasional

8. Mecwujudken Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
Gambar 3.1

Tahapan RPIPN 2005-2025
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Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menckankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber dava
alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu

pengctahuan dan tekmologi adalah tujuan pentahapan lahap -3 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) tahun 2020-2025. vang telah
ditentukan tahapan dan prioritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPIPN) 2003-
2025.

Untuk mencapai sasaran terschut, dalam agenda nasional ketujuh,
“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan wansformasi peluyanan publik”™.
Pemerintah menetapkan arah kebijokan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi,
yaitu:

Arah kebijukan Penguatan kapasitas lembaga Demokrasi melalui :
[. Penguatan peraturan perundang-undangan bidang politik:
» Pemuantapan demokrasi internal parpol
e Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol: dan
» Penguatan penyelenggara Pemilu.
3. Arah kebijakan penguatan kesetarsan dan kebebasan, melalui:
» Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten:
o Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
* Penvelenggaraan Pemilu yang baik.
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi publik melalui:
» Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta
penycdiaan konten dan akses;
= Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
e Penguatan peran dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika,
lembaga pers, penylaran dan jurnalis.
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Terdaput 2 {dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 vang terkait
dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demckrasi dan Penguatan
Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional ditcrapkan dengan indikator arah
kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia
(IDD). WM merupakan indikator komposit vang menunjukkan tingkat
perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan
pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil
(Civil Liberty), HakHak Politik (Political Rights). dan Lembaga Demokrasi
(Instirution of Democracy). Vingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan
dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demohrusi, vailu Kehebasan Sipil ( €
ivilLiberty). Hak-Hak politik (political Rights) dan Lembaga Demokrasi (
Institution of Democracy ). Metodologi penghitungan 1D1 menggunakan 4 sumber
data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal. (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dif). (3)
Focus Group Discussion (FGD), dan (4} wawancars mendalam.

Adapun Proyck Prioritas RPIMN 2020-2024 yang termasuk dalam
Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas |.embaga Demokrasi™ dan terkait dengan
KPU. yainu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik
Pemilu: 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih
Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas
“Pengualan Kesctaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU. yaitu: 1)
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat
Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan
Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah
Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Dacrah Rawan Konllik/Bencana; 5)
Sosialiasasi  Kebijakan KPU  Kcpada  Stakeholders : dan  6)
PeningkatanKompetensi SDM KPU.

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini
mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka 1DI 2017 vang sebesar 72.11.
Capaian kinerja demokrasi [ndonesia tersebut masih berada pada kategori
“sedang”. IDI dari 2017-2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil
sebesar 0.29 poin (dari 78.75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik
sebesar 0,84 poin (dari 66.603 menjadi 65,79} dan kenaikan aspek |.embaga
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Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target 1D1
2020 pada angka 76.97 {naik 4,58 poin dibandingkan dengan 1D1 tabun 2018) dan

target ID1 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan DI tahun
2018)

3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis vang ingin diwujudkan Komisi
Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat
dilaksanakan.
Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan
strategi pada tabel 12. yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 {dua) Program
scsuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tuta Kelola
(SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, vakni:
1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

« Menyclenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sccara adil dan wajar { merit system ),

¢ Menyusun pedoman teknis dan pelaksanagn dari setiap kebijakan dan
peraturan yang dilctapkan:

e Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator
kinerjanya di setiap eselon (jabatan):

*  Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yung
diberikan;

¢ Menyelenggarakan pembinaan swmber daya manusia, pelayanan dan
administrasi kepegawaian di lingkungan KPL;

* Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan
vang terintegrasi;

s Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran. koordinasi antar
lembaga. daia dan informasi serta monitoring dan evaluasi:

¢ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KIPU:

= Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, seria pengawasan Kegiatun-
kegiatan di lingkungan KPU;
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o Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;

e Optimalisasi pembinaan, pengawasan penvelenggaraan Pemilu;

e  Menvelenggarakan dukungan coperasional dan pemeliharaan perkantoran
sehari-hari untuk KPL selurub Indonesia; dan

s  Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara oplimal

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi,
denpan arah kebijakan:

»  Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden. Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Waliketa dan Wakil Walikota;

+  Melukukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada
tahap persiapun, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu:

o Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal uniuk terwujudnya
Pemilu yang langsung, umum. bebas, jujur, adil, transparan, akuniabel. dan
berintcgritas:

e Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan
secara lepat wakiu, tepal jumlah, tepal jenis. tepat kualitas. dan tepat
sasaran;

e Menyiapkan penvusunan rancangan peraturan dan keputusan KPLU,
pendokumentasian  informasi  hukem, advokasi  hokum,  dan
penyulubannya; dan

o  Memfasiliusi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umuam

Sebagai penvelenggara Pemilu Serentak. KI'U mempunyai kewenangan
atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis vang merupakan peraturan pelaksana
dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan
icknis tersebut ditetapkan dalam bentuk  Pernturan KPU. Peraturan vang
diperlukan KI'l! dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua). vailu peraturan yang
mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan
yang mengatur dukungan kesckretariatan penyelenggaraan Pemilu Screntak (non
luhapan Pemilu).
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Dengan demikian regulasi vang sekiranya diperlukan pada periode 2020-

2024  untuk  mendukung kinerja  Komisi  Pemilihan Umum  dalam

menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat

seperti Pandemi Covid 19 | adalah:

|, Temang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;

- Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan  Kabupaten/Kota
dalam Pemilihan Umum Serenlak; dan

3. Temtang penetapan penundaan serla pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan
Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
dalam hal sebagian awu seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana
alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya,

ko

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemiliban Umum

Merujuk pada organisasi KPL. pengaturan hubungan inter dan antar
organisasi KPU, KPU Provinsi’KIP Acch, dan KPUKIP Kabupaten/Kota, serta
sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja (SOTK)-nya, maka diperiukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK
Komisi Pemilihan Umum ke depan.
Perubahan SOTK Komisi Pemiliban Umum tersebut didasarkan pada Peraturan
Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,
Organisasi, dan Tata Kerja Sckretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sckretarial Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini,
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STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

Disamping itu. Komisi Pemilihan Umurm Kabupaten Barito Selatan ke
dcmpwhnmmnnmiamkajmmhmbnga,gm
mendukung  pelaksanaan  Pemilihan  Umum. Adapun |embaga-lebaga yang
schelumnya telah  bekerjasama  dalam menyukseskan  Pemiliban  Umum  di
Kabupaten Barito Sclatan bersama Komisi Pemilihan Lmum, adalah: 1). Bawaslu;
2). DKPP: 3). Pemerintah Dacrah Kabupaten Barito Selatan; 4). TNI; 5). POLRI;
0). DPRD Kabupaten Barito Selatan: 7). lembaga Terkait lainnya; §), Perguruan
Tinggi: dan 10), Pemerhati Pemilu,
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
2020-2024

alem-mmwmuw Umum

Tmthajamuhmmmiuﬁmmwhﬁam
organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ado. Target kinerjs Komisi
mlimmmmmmmmwmmnm
Mmddﬁmlwmm:
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BAB Y
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanasn 5 (lima) tahunan
dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Barito Selatan dan seluruh unit kerja dalam menentukan rencana strategis dan
rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan
pemerintahan. Rencana Strategis yang berisi tentang visi, misi. tujuan, sasaran dan
strategi yang meliputi kebijakan dan program, serta lampiran matriks kinerja dan
pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan merupakan
komitmen bersama seluruh unil kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
yang diemban.

Rencana Strategis ini tidak akan herarti apapun. apabila tidak dijadikan
acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.
Oleh karena iw, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindaklanjuti dengan
penyusunan Rencana Kinerja dan Penctapan Kinerja sehingga implementasi dari
target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan  Tahun  2015-2019 dalam
meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPIMN 2015-
2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemiliban Umum Kabupaten
Barito Selatan unmk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

RENCANA STRATEGIS 1 ﬁg;*x‘
TAHUN 2020 - 2024 Rl









	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)
	image_031.pdf (p.31)
	image_032.pdf (p.32)
	image_033.pdf (p.33)
	image_034.pdf (p.34)
	image_035.pdf (p.35)
	image_036.pdf (p.36)
	image_037.pdf (p.37)
	image_038.pdf (p.38)
	image_039.pdf (p.39)
	image_040.pdf (p.40)
	image_041.pdf (p.41)
	image_042.pdf (p.42)
	image_043.pdf (p.43)
	image_044.pdf (p.44)
	image_045.pdf (p.45)
	image_046.pdf (p.46)
	image_047.pdf (p.47)
	image_048.pdf (p.48)
	image_049.pdf (p.49)
	image_050.pdf (p.50)
	image_051.pdf (p.51)
	image_052.pdf (p.52)
	image_053.pdf (p.53)
	image_054.pdf (p.54)
	image_055.pdf (p.55)
	image_056.pdf (p.56)
	image_057.pdf (p.57)
	image_058.pdf (p.58)
	image_059.pdf (p.59)
	image_060.pdf (p.60)
	image_061.pdf (p.61)
	image_062.pdf (p.62)

